- 2 -

[image: image1.png]



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR   …    TAHUN …
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang
	:
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;


	
	
	

	Mengingat
	:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

	
	
	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang                    Nomor 18); 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 52);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 62); 


	
	
	Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sumedang

dan
bupati sumedang


	
	
	MEMUTUSKAN:



	Menetapkan
	:
	PERATURAN DAERAH  TENTANG  PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.


	Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, berupa laporan keuangan yang memuat: 

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. neraca; 

d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.



	Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
a. pendapatan sebesar Rp2.904.826.845.803,08
b. belanja sebesar Rp2.913.267.429.009,00
c. defisit sebesar (Rp8.440.583.205,92)
d. penerimaan pembiayaan sebesar Rp68.680.968.345,34
e. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.000.000.000,00
f. pembiayaan netto sebesar Rp64.680.968.345,34
g. sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp56.240.385.139,42



Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                                    Rp38.491.614.187,92 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp2.943.318.459.991,00;
2. realisasi sebesar Rp2.904.826.845.803,16;
3. selisih kurang sebesar (Rp38.491.614.187,92).
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                                          Rp94.723.567.798,34  dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp3.007.990.996.807,34;
2. realisasi sebesar Rp2.913.267.429.009,00;
3. selisih kurang sebesar (Rp94.723.567.798,34).
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah                         Rp56.231.953.610,42 dengan rincian sebagai berikut:
1. surplus/defsit setelah perubahan sebesar (Rp64.672.536.816,34)
2. realisasi sebesar (Rp8.440.583.205,92) 
3. selisih lebih Rp56.231.953.610,42.
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah             Rp8.431.529,00  dengan rincian sebagai berikut: 
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp68.672.536.816,34;
2. realisasi sebesar Rp68.680.968.345,34;
3. selisih lebih sebesar Rp8.431.529,00.
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah           Rp0,00  dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp4.000.000.000,00;
2. realisasi sebesar Rp4.000.000.000,00;
3. selisih sebesar Rp0,00.
f.    Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp8.431.529,00  dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp64.672.536.816,34;
2. realisasi sebesar Rp64.680.968.345,34;
3. selisih lebih sebesar Rp8.431.529,00.
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
a. SAL sebesar Rp68.672.536.816,34;
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp68.680.968.345,34;
c. subtotal (a - b) sebesar (Rp8.431.529,00) 
d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SiKPA) sebesar Rp56.240.385.139,42;
e. subtotal (c + d) sebesar Rp56.231.953.610,42;
f.    koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp8.431.529,00;
g. SAL akhir sebesar Rp56.240.385.139,42.
Pasal 5

Neraca per 31 Desember Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:
a. jumlah aset sebesar Rp3.677.428.813.148,50;
b. jumlah kewajiban sebesar Rp73.436.559.193,85;
c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp3.603.992.253.954,65
Pasal 6

Laporan operasional per 31 Desember Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:
a. pendapatan-LO sebesar Rp2.655.235.383.536,98;
b. beban sebesar Rp2.831.156.826.644,21;
c. surplus/defisit dari operasi sebesar (Rp175.921.443.107,23);
d. surplus non operasional sebesar Rp19.644.202.755,42;
e. defisit non operasional sebesar Rp2.833.229.300,33;
f.    surplus/defisit dari kegitan non operasional sebesar Rp16.810.973.455,09;
g. pos luar biasa sebesar (Rp0,00);
h. surplus/defisit LO sebesar (Rp159.110.469.652,14).
Pasal 7

Laporan arus kas untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:
a. saldo kas awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp68.680.493.163,34;
b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp173.301.190.721,08;
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar (Rp185.741.773.927,00);
d. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00;
e. arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp7.697.612,00;
f.    saldo kas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp56.247.607.569,42.
Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas per 31 Desember Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:
a. ekuitas awal sebesar Rp3.742.679.343.956,17
b. surplus / defisit - LO sebesar (Rp159.110.469.652,14) 
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp20.423.379.650,62;
d. ekuitas akhir sebesar Rp3.603.992.253.954,65.
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10
Ketentuan mengenai rincian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:
a. lampiran I berisi laporan realisasi anggaran; 
1. lampiran I.1 berisi ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. lampiran I.2 berisi ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayan;
3. lampiran I.3 berisi rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. lampiran I.4 berisi rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. lampiran II berisi laporan perubahan saldo anggaran

lebih;
c. Lampiran III berisi laporan operasional;
d. Lampiran IV berisi laporan perubahan ekuitas;
e. Lampiran V berisi neraca;
f. Lampiran VI berisi laporan arus kas;
g. Lampiran VII berisi catatan atas laporan keuangan; 
h. Lampiran VIII berisi daftar rekapitulasi piutang daerah; 
i. Lampiran IX berisi daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X berisi daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI berisi daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l. Lampiran XII berisi daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII berisi daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV berisi daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o. Lampiran XV berisi daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI berisi daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII berisi daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII berisi daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX berisi daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
t. Lampiran XX berisi Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Terdiri Atas:
1. Lampiran XX. 1 berisi ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
2. Lampiran XX.2 berisi ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.
Ditetapkan di  Sumedang

pada tanggal            


BUPATI SUMEDANG,
DONY AHMAD MUNIR
Diundangkan di Sumedang





pada tanggal                 
    SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG,
           TUTI RUSWATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN … NOMOR … 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT : (…/…/… )

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR   …    TAHUN …..

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
I. UMUM

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir  Laporan keuangan paling sedikit meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
Bahwa Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR … 
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